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MOTTO 
 
  ىَعَس اَم اِلَّإ ِناَسْن ِْلِْل َسْيَل َْنأَو 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 
yang telah diusahakannya” 
 
 
(Q.S Al-Najm ayat 39) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث S|a S| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a H} Ha (dengan titik di bawah) 
xiii 
 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص S}ad S} Es (dengan titik di bawah) 
ض D}ad D} De (dengan titik di bawah) 
ط T}a T} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Z}a Z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
xiv 
 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...'… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(  ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  H}aula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
xvii 
 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2.  ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
xviii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fāl  
2. ةحلط T}alh}ah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu   لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
xix 
 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Ta'khuzūna 
3.  ؤنلا An-Nau'u 
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8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم امو Wa māMuh}ammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-h}amdu lillahi rabbil 'ālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  وله الله نإوينقزارلايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
  نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
RegitaSuryaniPutri, NIM: 152111041, “KETENTUAN PEMBERIAN LABEL 
DAN TANGGUNGJAWAB PRODUSEN MAKANAN TANPA LABEL 
DALAM PERSPEKTIF MAQÃSID ASY-SYARÎ’AH” 
Label memiliki banyak fungsi dan tujuan di dalam penggunaannya, 
terutama dalam menyediakan informasi untuk kepentingan konsumen. Label pada 
kemasan produk bukan hanya sebagai hiasan, tetapi juga untuk membantu 
konsumen dalam memutuskan pembelian produk pangan tersebut atau tidak. 
Didalam hukum Islam sendiri tidak ada dalil Al-Qur’an yang mengatur tentang 
keharusan memberi label pangan. Akan tetapi hukum Islam juga tidak melarang 
tentang adanya pencantuman label pangan. Namun, apabila dalam pangan terdapat 
pencantuman label akan lebih memudahkan masyarakat serta kemaslahatan lebih 
terjaga.  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ketentuan pemberian label dalam 
perspektif maqãsid asy-syarî’ah dan mendiskripsikan tanggungjawab produsen 
makanan tanpa label dalam perspektif maqãsid asy-syarî’ah. 
Studi ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (library research). 
Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 
penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber 
perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.  
Bahwa ketentuan pemberian label dan tanggungjawab produsen makanan 
tanpa label dalam perspektif Maqãsid Asy-Syarî’ah. Produsen memberikan 
kompensasi ganti rugi kepada konsumen. Apabila produk yang dikonsumsi 
kurang terjamin mutunya dan kemudian menyebabkan seseorang sakit, secara 
tidak langsung keselamatan jiwa mereka sedang terancam. Hal ini tidak 
diperbolehkan dalam Islam khususnya perspektif Maqãsid Asy-Syarî’ah.  Selain 
untuk melindungi jiwa, pentingnya jaminan produk hasil usahanya juga untuk 
melindungi memelihara agama (Hifdẓ al-Din), memelihara keturunan (Hifdẓ Al-
Nasl), memelihara harta (Hifdẓ Al-Mãl), dan memelihara Akal (Hifdẓ al-‘Aql).  
 
Kata Kunci: Ketentuan Pemberian label, tanggungjawab produsen, maqãsid asy-
syarî’ah 
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ABSTRACT 
  
RegitaSuryaniPutri, NIM: 152111041, "RESPONSIBILITY OF FOOD 
MANUFACTURERS WITHOUT LABELS AND PROVISIONS ON THE 
PROVISION OF LABELS IN THE MAQASID SHARIAH PERSPECTIVE". 
 
 Labels have many functions and purposes in their use, especially in 
providing information for the benefit of consumers. Labels on product packaging 
are not only for decoration, but also to help consumers decide whether to purchase 
the food product or not. In Islamic law itself there is no proof of the Qur'an 
governing the necessity of labeling food. However, Islamic law also does not 
prohibit the inclusion of food labels. However, if there is a label in food, it will 
make it easier for the community and benefit more awake. 
 The purpose of this study is to determine the provisions of labeling in 
the perspective of maqãsid asy-syarî'ah and describe the responsibilities of food 
producers without labels in the perspective of maqãsid asy-syarî'ah. 
 This study is based on library research (library research). Library 
research is a series of activities relating to library data collection methods, reading 
and recording and processing research material. It is a study that utilizes library 
resources to obtain research data. 
 Whereas the provision of labeling and the responsibilities of food 
producers without labels is in the perspective of Maqãsid Asy-Syarî'ah. 
Manufacturers provide compensation for compensation to consumers. If the 
product consumed is not guaranteed of its quality and then causes someone to get 
sick, indirectly the safety of their soul is being threatened. This is not permissible 
in Islam especially the perspective of Maqãsid Asy-Syarî'ah. In addition to 
protecting lives, the importance of guaranteeing the results of his efforts is also to 
protect preservation of religion (Hifdẓ al-Din), care for offspring (Hifdẓ Al-Nasl), 
preserve property (Hifdẓ Al-Mãl), and preserve reason (Hifdẓ al-'Aql) . 
 
Keywords: Provisions for labeling, producer responsibility maqãsid asy-syarîah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah 
Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang, Sumatra 
Barat, menyatakan keracunan akibat mengkonsumsi masakan rumah 
tangga yang tertinggi dalam kasus keracunan pangan di daerah itu. Data 
keracunan pangan yang dihimpun BPOM sejak 2014, dari 47 kasus 
kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan, 17 kasus atau 36 persen 
akibat mengkonsumsi masakan rumah tangga.1 
Selanjutnya 13 kasus keracunan diduga dari pangan jasa boga atau 
sebanyak 28 persen, 12 kasus keracunan diduga dari pangan jajanan atau 
sebanyak 26 persen, dan 5 kasus diduga oleh pangan olahan atau sebanyak 
11 persen. Ia menyebutkan ancaman keracunan ini terjadi karena adanya 
perubahan dalam proses produksi, distribusi, konsumsi pangan dan 
perubahan lingkungan. Dari itu masyarakat perlu meningkatkan kesadaran 
dalam memperhatikan keamanan pangan secara intensif.  
Keamanan pangan selama ini cenderung terabaikan karena 
masyarakat hanya menyadari keamanan pangan sebatas tidak 
menimbulkan keracunan. Padahal lebih dari itu keamanan pangan harus 
dilihat dari proses produksi, wadah penyajian, waktu penyajian pangan 
dan lain sebagainya. Masyarakat seharusnya lebih meningkatkan 
 
1 https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/17/nzi5f9383-bpom-masakan-
rumah-tangga-penyebab-tertinggi-keracunan diakses pada 1 November 2019. 
keamanan pangan, mengingat pangan merupakan kebutuhan terpenting 
dalam kehidupan manusia. Saat ini masalah keamanan pangan sudah 
menjadi isu dunia, karena ini menyangkut keselamatan semua. 
Dalam kasus-kasus tersebut diperlukan kehati-hatian dalam 
menganalisis yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh 
tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.2 
Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk mempermudah dalam mencari 
pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh 
konsumen, selain itu akan membatasi ruang gerak produsen dalam 
bertindak menjalankan usahanya.3 
Hal ini disebabkan karena masih banyaknya produsen yang berfikir 
hanya untuk mendapat keuntungan tanpa mau bertanggungjawab atas 
risiko dari produk yang mereka buat. Para produsen tidak memikirkan 
produk pangan tersebut sudah memenuhi standart yang telah ditetapkan 
oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya. Jika dianalisis lebih lanjut, 
banyak sekali produsen-produsen yang tidak memiliki izin edar atau 
produk pangan yang dihasilkan belum layak dikonsumsi dan 
diperdagangkan ke masyarakat. 
Produk pangan yang layak untuk dikonsumsi dan diperdagangkan 
seharusnya sudah memberikan informasi mengenai sifat atau keadaan 
makanan yang sebenarnya,tanggal kadaluarsa merupakan label pangan 
 
2Aulia Muthiah,Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi 
Syariah,(Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2018) hlm.107. 
3Ibid hlm 107  
yang paling populer dan sering diperhatikan oleh konsumen. Analisa 
pendugaan tanggal kadaluarsa dilakukan secara laboratoris dan mengikuti 
prosedur dan standar tertentu. 
Komposisi makanan memberikan informasi daftar lengkap 
ingredient penyusun makanan termasuk bahan tambahan makanan. Nilai 
gizi yang dicantumkan pada label makanan hanya bersifat anjuran. 
Biasanya produsen mencantumkannya hanya untuk memenagkan 
kompetisi dengan produk sejenis. 
Label memiliki banyak fungsi dan tujuan di dalam penggunaannya, 
terutama dalam menyediakan informasi untuk kepentingan konsumen. 
Label pada kemasan produk bukan hanya sebagai hiasan, tetapi juga untuk 
membantu konsumen dalam memutuskan pembelian produk pangan 
tersebut atau tidak. 
Didalam hukum Islam sendiri tidak ada dalil Al-Qur’an yang 
mengatur tentang keharusan memberi label pangan. Akan tetapi hukum 
Islam juga tidak melarang tentang adanya pencantuman label pangan. 
Namun, apabila dalam pangan terdapat pencantuman label akan lebih 
memudahkan masyarakat serta kemaslahatan lebih terjaga.  
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “KETENTUAN 
PEMBERIAN LABEL DAN TANGGUNGJAWAB PRODUSEN 
MAKANAN TANPA LABEL DALAM PERSPEKTIF MAQÃSID 
ASY-SYARÎ’AH ” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok 
masalah yang diangkat dalam penyusunan proposal ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan pemberian label pangan dalam perspektif 
maqãsid asy-syarî’ah ? 
2. Bagaimana tanggungjawab produsen makanan tanpa label dalam 
perspektif maqãsid asy-syarî’ah ? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Mengetahui ketentuan pemberian label pangan dalam perspektif 
maqãsid asy-syarî’ah . 
2. Mendiskripsikan tanggungjawab produsen makanan tanpa label dalam 
perspektif maqãsid asy-syarî’ah. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan atau menambah 
pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang perlindungan 
konsumen yang ditinjau dari maqãsid asy-syarî’ah, khususnya dalam 
tanggungjawab produsen makanan tanpa label.  
2. Manfaat praktis  
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk 
menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang 
tanggungjawab produsen makanan tanpa label, serta memberikan 
kemudahan bagi masyarakat dalam memilih produk pangan yang 
diproduksi oleh industri rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan dan mengerti akan kecurangan yang dilakukan 
oleh produsen dalam pemasaran suatu produk. 
E. Kerangka Teori 
Dalam sub bab ini akan dipaparkan beberapa penjelasan tentang 
konsep-konsep terkait yang menjadi hal penting dalam skripsi yang saya 
buat: 
1. Tanggungjawab Produsen 
Mengenai tanggungjawab pelakuusaha/produsen, diatur dalam 
Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:4 
a. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 
c. Pemberian ganti rugi dilaksakanan dalam tenggang waktu 7 
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 
 
4Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen Pasal 19. 
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan 
pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya 
unsur kesalahan. 
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 
kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.” 
Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui 
bahwa tanggungjawab pelaku usaha meliputi: 
a. Tanggungjawab ganti kerugian atas kerusakan. 
b. Tangungjawab ganti kerugian atas pencemaran. 
c. Tanggungjawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 
 
 
 
2. Perlindungan Konsumen 
Istilah “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat 
sering kita dengar. Perlindungan konsumen seharusnya 
mendapatkan perhatian yang lebih, karena menjadi bagian 
pembangunan ekonomi Indonesia. Perlindungan konsumen tidak 
hanya difokuskan terhadap barang dan/atau jasa yang berkualitas 
rendah, tetapi juga tehadap barang dan/atau jasa yang 
membahayakan kehidupan masyarakat.5 
Teori-teori yang menjelaskan tentang perlindungan 
terhadap konsumen sudah difikirkan oleh para pendiri Negara kita. 
Ada beberapa pendapat lain tentang teori hukum perlindungan 
konsumen, salah satunya yang dikemukakan oleh Az-Nasution 
bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang 
mengatur hubungan atau masalah yang terjadi antara pihak satu 
dengan pihak yang lainnya berkaitan dengan barang dan/atau jasa 
konsumen, yang terjadi pada kehidupan sehari-hari.6 
Sudah dijelaskan juga di Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen bahwa, perlindungan konsumen adalah kepastian 
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, 
perlindungan yang dimaksud yaitu terhadap barang dan jasa yang 
berawal dari tahap untuk mendapatkan barang dan/atau jasa, 
sampai akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.7 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, memiliki ketentuan yang menyatakan 
bahwa semua undang-undang yang ada atau yang berkaitan dengan 
 
5 Zulman, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2013) hlm 21. 
6Celina Tri Siwi Kristiyati, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:  Sinar 
Grafika,2009) hlm 13 
 
7Zulman, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 
2013) hlm 22 
pelindungan konsumen, yang tidak bertentangan atau telah diatur 
khusus oleh undang-undang.8 
Undang-Undang RI no 18 Tahun2012 tentang Pangan pasal 
97ayat 1: “Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri 
untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam 
dan/atau pada kemasan pangan”. Pemberian label pada pangan 
dikemas bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan 
jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang 
dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan. 
Undang-Undang Dasar pada Pembukaan, alinea 4 yang 
berbunyi “ .....kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia.....”.9 
Dari rumusan alenia ke-4 tersebut tedapat kata 
“melindungi” yang berarti terkandung asas perlindungan (hukum) 
pada segenap bangsa. Baik itu laki-laki atau perempuan, kaya 
ataupun miskin, orang kota atau desa, dan pengusaha ataupun 
konsumen.10 
Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat 
dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
berbunyi “Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak 
 
8Ibid hlm 47 
9 Undang-Undang Dasar 1945Pembukaan, Alenia  4 
10 Masrukhin, Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Syariah IAIN 
SURAKARTA,2014, hlm. 10 . 
bagi kemanusiaan”. Apabila kehidupan seseorang terganggu atau 
diganggu oleh pihak lain, maka pemerintah akan melindungi baik 
diminta atupun tidak dan/atau mencegah kejadian tersebut.11 
3. Labelisasi Pangan 
Label pangan sebagai sumber informasi yang lebih lengkap 
bagi konsumen karena di dalamnya termuat representasi, 
peringatan, maupun intruksi dari suatu produk. Informasi sebagai 
pengertian merupakan stimulasi yang secara konsisten 
menggerakkan perilaku antara si pembuat informasi (produsen) 
dan penerima informasi (konsumen)12.  
Informasi tentang pangan merupakan hal yang sangat 
penting bagi manusia, karena selama manusia hidup tidak akan 
pernah lepas dari yang namanya pangan. Peredaran pangan yang 
dikonsumsi oleh masyarakat pada dasarnya melalui mata rantai 
proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan dan 
peredaran hingga tiba ditangan konsumen.13 
Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya 
label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang 
benar, jelas dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas, 
maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai pangan yang berdar 
di pasaran. Dari informasi yang dipaparkan dalam label pangan, 
 
11Ibid hlm . 50. 
12Aulia Muthiah,Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi 
Syariah (Yogyakarta:  Pustaka Baru Press, 2018) hlm 139 
13Ibid hlm 140 
maka konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum 
membeli atau mengonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang 
jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.  
Banyak masalah mengenai pangan yang terjadi di 
Indonesia. Hingga kini masih banyak ditemukan pangan yang 
beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang 
pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat. 
Perdagangan pangan yang kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna 
yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, 
makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan 
lain yang akan mengakibatkan keresahan atau merugikan 
masyarakat. Bahkan, dapat mengancam kesehatan dan keselamatan 
jiwa manusia. 
Di mata hukum, keamanan pangan didefinisikan sebagai 
kondisi dan upaya untuk diperlukan untuk mencegah pangan dari 
kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat 
menggangu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.14 
Keamanan pangan disyaratkan adanya kondisi dan upaya untuk 
kepentingan mencegah pangan dari berbagai cemaran yang dapat 
menggangu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. 
Usaha-usaha menjamin kemanan pangan dirumuskan dalam 
 
14 Yusuf Shofi,Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Jakarta : 
Pt.Citra Aditya Bakti,2008),  hlm. 357. 
bentuk-bentuk prosedur-prosedur dan paktik-praktik penanganan 
dan pengolahan pangan.  
Salah satu manfaat pencantuman informasi yang benar pada 
label adalah untuk memberi pendidikan kepada konsumen tentang 
hal yang berkaitan dengan pangan. Informasi penting yang umum 
disampaikan melalui label antara lain berupa cara penyimpanan, 
cara pengolahan yang tepat, kandungan gizi pada pangan tertentu, 
fungsi zat gizi tersebut terhadap kesehatan.15 
4.  Maqãsid Asy-Syarî’ah 
Pengertian Hukum Islam juga mengatur tentang 
kemaslahatan manusia/umat yaitu didalam Maqãsid Asy-Syarî’ah. 
Maqãsid Asy-Syarî’ah terdiri dari dua kata:  Maqãsid dan Asy-
Syarî’ah. Maqãsid adalah bentuk jamak dari maqsud  yang berarti 
kesengajaan atau tujuan. Asy-Syarî’ah secara bahasa berarti: “Jalan 
menuju sumber air, “Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai 
jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut Syatibi, 
“Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat ”.16 
Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan 
hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, 
 
15Aulia Muthiah,Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi 
Syariah (Yogyakarta:  Pustaka Baru Press, 2018) , hlm. 141. 
16Faisal Hilmi, Maqashid Syariah, “Makalah, Jakarta, hlm 2 
baik kemaslahatan di dunia maupun kemashlahatan di akhirat. Hal 
ini berdasarkan Firman Allah ta’ala dalam QS. Al-Anbiya: 107.: 
 
 
  َ
17ينِم لا عِْلل ًة ْحْ ر الَِّإ  كا نْل سْر أ ا م و 
Dan tiadalah kami mengutuskamu, melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.18 
Dalam ayat yang lainnya QS. Al-Baqarah: 201 Allah ta’ala 
berfirman:  
 َِ 19راانلٱ  با ذ ع ا نِق و   ۭ  ًة ن س ح ِة رِخا ءْلٱ ِفِ و   ۭ  ًة ن س ح ا ي ْن ُّدلٱ ِفِ ا ِنتا ء آ نا ب ر ُلوُق  ي نام مُهْ نِم و 
Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan 
kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 
peliharalah kami dari siksa neraka”20 
Maqãsid Asy-Syarî’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya 
dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat 
ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah 
sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi 
kepada kemaslahatan umat manusia. Tujuan hukum Islam adalah 
kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, 
 
17QS.Al-Anbiya’ ayat 107 
18 Departemen Agama RI, Al_Qur’andanTerjemahannya (Semarang : Toha Putra, 
2007)hlm 500 
19 QS Al-Baqarahayat 201-202 
20 Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahannya (Semarang : Toha Putra, 2007)  
hlm 45 
individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk 
kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di 
akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan 
hukum Islam, yakni:21 
a. Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama) 
b. Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)  
c. HifdzAl’Aql(Memelihara Akal)   
d. Hifdz An-Nasb(Memelihara Keturunan)  
e. Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta) 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam penelitian ini, penulisan akan melakukan penelitian 
mengenai perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa label 
pangan secara normatif ataupun yuridis. Namun sebelumnya sudah ada 
penulis yang melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan 
konsumen  yang berupa jurnal maupun skripsi dan berikut beberapa 
penelitian tersebut. 
Skripsi yang ditulis oleh Mey Minanda yang berjudul “ 
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga 
Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum 
Positif”. Penulis menganalisis tentang perlindungan konsumen terhadap 
produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa 
berdasarkan hukum Islam dan hukum positif serta peran hukum Islam 
 
21 Asmawi, Perbandingan  Ushul  Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 127. 
menyempurnakan peraturan perlindungan konsumen dalam hukum 
positif.22 
Skripsi yang ditulis oleh Risa Mayangsari yang berjudul “Produk 
Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku 
Ekonomi Dan Pelindungan Konsumen”. Penulis menganalisis dampak 
produk makanan home industri tanpa tangal kadaluwarsa bagi pelaku, 
perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan home industri 
tanpa tanggal kadaluwarsa, dan pandangan ekonomi Islam terhadap 
perlindungan konsumen pada produk home industri tanpa tanggal 
kadaluwarsa.23 
Masalah Label produk makanan sangat penting karena sebagian 
konsumennya adalah kalangan muslim dimana secara statistik lebih dari 
80% penduduk Indonesia beragama Islam. Bagi setiap produsen yang 
hendak mendapatkan mencantumkan label pangan pada produknya 
diharuskan untuk mengikuti proses. 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ada 3 (tiga) 
kategori yaitu pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana, 
 
22 Mey Minanda,” Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah 
Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi tidak 
diterbitkan,Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.Yogyakarta.2016. hlm. 24. 
23Risa Mayangsari,  “Produk Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasinya 
Terhadap Pelaku Ekonomi Dan Pelindungan Konsumen”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan.  Lampung. 2017. hlm. 68. 
 
perdata maupun administatif.24 Selain itu akibat hukum bagi pelaku usaha 
yang mencantumkan label halal pada produk makanan yang tidak sah yang 
pada dasarnya sangat merugikan konsumen muslim adalah dalam bentuk 
tanggungjawab  pelaku  usaha  tersebut terhadap  konsumen, dimana  
tanggungjawab  pelaku  usaha tersebut berupa tanggungjawab  produk 
yaitu  diartikan sebagai tanggungjawab  produsen  untuk  produk  yang  
dibawanya  ke  dalam  peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan 
kerugian karena cacat yang melekat pada produk  tersebut.     
Perbedaan pada skripsi yang telah disebutkan diatas belum ada 
yang membahas secara spesifik tentang tanggungjawab produsen makanan 
tanpa label, yang dimaksudkan spesifik disini adalah makanan tanpa label 
yang tidak hanya tercantum tanggal kadaluarsa, akan tetapi juga komposisi 
makanan, netto berat dan bersih.  
G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Studi ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (library 
research). Library research adalah serangkaian kegiatan yang 
berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 
mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu 
 
24 Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Dwi Martini, 2014”Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Terhadap Pemberian Label Halal  Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum 
Perlindungan Konsumen   Responsibility Producer Concerning Giving Legal Foods Product 
Consumer Protection Law Perspective“,  Vol.18  No. 1 Februari 2014 hlm. 81. 
penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk 
memperoleh data penelitiannya.25 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau 
informasi dengan membaca, mengutip dan menyusunnya berdasarkan 
data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian skripsi ini, data yang 
peneliti peroleh berasal dari data sekunder:26 Data sekunder adalah 
data yang mendukung data primer yang  diperoleh yang berkaitan 
dengan permasalahan penelitian, dalam hal ini adalah buku-buku dan 
undang-undang yang berkaitan dengan konsepsi dan urgensi 
pelaksanaan yang tentunya merupakan komponen dasar dalam 
penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 
a. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mengidentifikasi wacana dari buku-
buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, web(internet), 
ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul 
penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 
 
25 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 
hlm. 2-3 
 
26http://www.buatskripsi.com/2010/11/data-primer-data-sekunder-skripsi.htmldiakses 
tanggal 9 Desember 2018 
transkip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan 
dengan kajian tentang konsepsi dan urgensi. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah 
mencari suatu data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa 
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti-prasasti, 
notulen rapat, agenda dan sebagainya.27 Hal ini dilakukan dengan 
analisis wacana (discourse analysis) supaya tidak tumpang tindih 
dalam melakukan analisa. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke bentuk 
yang mudah dibaca dan diinterprestasikan. Disini penulis 
menggunakan analisis data diskriptif kualitatif yaitu membuat 
diskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas data yang 
berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan dan ditunjang oleh 
kepustakaan yang berdasarkan Undang-Undang dan buku-buku yang 
terkait. Teknik analisis yang digunakan disini adalah metode diskriptif 
kualitatif dan metode deduktif yaitu metode yang menggambarkan 
objek sesuai dengan apa adanya, bersifat pemaparan dan bertujuan 
untuk memperoleh gambaran lengkap tentang sesuatu keadaan yang 
diteliti.28 
H. Sistematika Penulisan 
 
27 Suharsimi Arikunto. Prosedur penelitian: suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002) hal. 83 
28 Soekidjo Notoatmodjo,Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta 
2002,hlm. 138. 
Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran tulisan, 
penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TANGGUNGJAWAB PRODUSEN MAKANAN TANPA 
LABEL DAN TEORI MAQÃSID ASY-SYARÎ’AH. Dalam Bab ini 
menguraikan mengenai tanggungjawab produsen dan maqãsid asy-
syarî’ah. 
BAB III KETENTUAN LABELISASI PANGAN DI INDONESIA. Bab 
ini membahas tentang kriteria pemberian label pada kemasan dan ketentuan 
makanan tanpa label. 
BAB IV ANALISIS. Bab ini menjelaskan mengenai analisis 
tenggungjawab produsen makanan tanpa label dalam perspektif maqãsid 
asy-syarî’ah. 
BAB V PENUTUP. Bab ini  memuat kesimpulan dan saran dari 
hasil analisis penelitian yang dilakukan. 
 
 
BAB II 
TANGGUNGJAWAB PRODUSEN MAKANAN TANPA LABEL  
DAN TEORI MAQÃSID ASY-SYARÎ’AH 
 
A. Tanggungjawab Produsen  
Setiap manusia pasti mempunyai tanggungjawab atas segala apa 
yang dikerjakan, meskipun kadar tanggungjawab setiap manusia berbeda-
beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tanggungjawab 
adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-
apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).1 Seiring dengan 
perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep tanggung jawab 
dalam arti liability ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang 
jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian 
rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran pengaplikasiannya 
nanti. Adapun pembedaan dapat dilihat, sebagai berikut : 
Pertama : tanggungjawab hukum berdasarkan kesalahan (based on 
fault liability) hal ini dalam KUHPerdata terdapat dalam Pasal 1365 Ayat 
(5), yang dikenal dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad) 
berlaku umum terhadap siapapun.  
Kedua : tanggungjawab praduga bersalah (presumption of liability) 
yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, 
kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah.  
 
1 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 43 
Ketiga: Tanggungjawab hukum Tanpa Bersalah (liabilty without 
fault) yaitu perusahaan bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang 
diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian lebih dahulu. 
Tanggung jawab produsen / pelaku usaha secara khusus diatur dalam Pasal 
19 UUPK yang menentukan bahwa :2 
1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan,   
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 
barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal transaksi. 
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.  
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
 
2 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 44. 
Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat 
dibedakan, yaitu : 
1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (liability based on 
fault), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat 
diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur 
kesalahan yang dilakukannya; 
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (presumption of 
liability), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap 
bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak 
bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat;  
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (presumption of 
nonliability), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip 
praduga untuk selalu bertanggungjawab, di mana tergugat selalu 
dianggap tidak bertanggungjawab sampai dibuktikan, bahwa ia 
bersalah. 
4. Prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability), dalam prinsip ini 
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun 
ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan 
dari tanggungjawab.  
5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (limitation of liability), 
dengan adanya prinsip tanggungjawab ini, pelaku usaha tidak boleh 
secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, 
termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada 
pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang 
berlaku.3 
Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Nomor 8 tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa tanggung jawab 
pelaku usaha meliputi :4 
1. Tanggungjawab ganti kerugian atas kerusakan;  
2. Tanggungjawab ganti kerugian atas pencemaran;  
3. Tanggungjawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.5 
Penerapan konsep product liability ternyata tidak mudah, dalam 
sistem pertanggungjawaban secara konvensional, tanggung gugat produk 
didasarkan adanya wanprestasi (default) dan perbuatan melawan hukum 
(fault). Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, konsumen yang menderita 
kerugian akibat produk barang/jasa yang cacat bisa menuntut pihak 
produsen (pelaku usaha) secara langsung. Tuntutan tersebut didasarkan 
pada kondisi telah terjadi perbuatan melawan hukum. Atau dengan kata 
lain, konsumen harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan yang 
dilakukan oleh pelaku usaha.  
Langkah pembuktian semacam itu sulit dilakukan karena 
konsumen berada pada kondisi yang sangat lemah dibandingkan dengan 
posisi pelaku usaha. Disamping sulitnya pembuktian, konsumen nantinya 
juga sulit mendapatkan hak ganti rugi (kompensasi) atas pelanggaran yang 
 
3Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 58. 
4Ibid hlm 58. 
5Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo 
Persada, Bandung, 2011, hlm 125. 
dilakukan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan 
konsep strict liability (tanggungjawab mutlak), yaitu bahwa produsen 
seketika itu juga harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita 
konsumen tanpa mempersoalkan kesalahan dari pihak produsen.6 
Tanggungjawab hukum pelaku usaha memiliki beberapa dasar, 
yaitu sebagai berikut :  
1. Tanggungjawab Berdasarkan Atas Kesalahan  
Awalnya, sistem pertanggungjawaban hukum di Indonesia, 
mendasarkan pada ketentuan normatif tentang perbuatan melawan atau 
melanggar hukum (onrechtsmatigedaad) yang berasal dari hukum 
perdata Belanda. Ada dua istilah dalam bahasa Indonesia untuk 
mengartikan istilah bahasa Belanda hukum onrechtsmatigedaad, yaitu 
melawan hukum dan melanggar hukum. Padahal, keduanya secara 
kebahasaan memiliki kesamaan makna. Istilah perbuatan melawan 
hukum digunakan dalam lingkup hukum perdata; sedangkan istilah 
perbuatan melanggar hukum digunakan dalam lingkup hukum publik 
seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, 
dan juga hukum adat. 
Agar si pelanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, 
diperlukan persyaratan tertentu. Dalam hukum perdata diatur tentang 
perbuatan melawan hukum, yaitu Pasal 1365 KUH Perdata yang 
menentukan bahwa: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa 
 
6 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab 
Produk, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm 15. 
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dalam bentuk :  
a. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;  
b. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan 
dalam keadaan semula;  
c. Pernyataan bahwa perbuatan adalah melawan hukum; 
d. Larangan dilakukannya perbuatan tertentu;  
e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; 
f. Pengumuman keputusan dari sistem yang telah diperbaiki. 
 Unsur-unsur dari ketentuan pasal tersebut adalah:  
a. Adanya perbuatan melawan hukum;  
b. Harus ada kesalahan;  
c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan 
d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. 
2. Tanggungjawab Secara Langsung  
Latar belakang dan motivasi utama munculnya strict liability 
adalah untuk digunakan sebagai solusi alternatif terhadap kebuntuan 
dalam meminta pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada 
kesalahan pelaku usaha, sehingga strict liability diartikan sebagai 
tanggung jawab tanpa kesalahan (liability without fault). Ada pula 
yang mengartikan strict liability dengan tanggung jawab langsung dan 
seketika. Dalam konteks ini, tanggung jawab langsung tidak 
mensyaratkan pada kesalahan, sehingga logis jika diartikan sebagai 
tanggung jawab langsung dan seketika. Ada juga yang menyebutnya 
sebagai tanggung jawab mutlak (absolute liability), karena 
digantungkan pada adanya kerusakan yang muncul. Istilah yang 
digunakan adalah tanggung jawab mutlak. Konsep tanggung jawab 
mutlak diartikan terutama sebagai kewajiban mutlak yang 
dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama 
tanggung jawab mutlak adalah tidak ada persyaratan tentang perlu 
adanya kesalahan. 
3. Tanggungjawab mutlak 
 pertama kali digunakan di Indonesia dalam Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang 
berbunyi: "Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber 
daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan 
atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran 
lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam perundang-
undangan yang bersangkutan. Ketentuan tanggung jawab mutlak tetap 
digunakan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamandemen 
UU Lingkungan Hidup Tahun 1982. 
4. Tanggungjawab Produk  
Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk 
produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan 
atau menyebabkan kerugian karena cacad yang melekat pada produk 
tersebut. Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum 
dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, 
manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu 
proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau 
dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, 
distributor) produk tersebut. Sehubungan dengan hal itu, dalam hukum 
perlindungan konsumen lebih tepat digunakan istilah tanggungjawab 
produk daripada istilah yang lain yang memiliki ciri-ciri yang sama 
atau mirip dengan tanggungjawab produk. Hal ini didasarkan pada 
fakta yang menunjukkan bahwa tanggungjawab produk diterapkan 
pada kasus-kasus konsumen karena melibatkan aktivitas dengan 
tanggung jawab yang besar, sehingga unsur kerugian dan risiko sangat 
dominan, sedangkan unsur kesalahan tidak dibebankan kepada 
konsumen atau pihak yang dirugikan. Dalam hat ini berlaku asas res 
ipso loquitur, fakta sudah mengatakan sendiri (the thing speaks for it 
self). Dengan demikian, antara tanggung jawab langsung dan tanggung 
jawab produk, memiliki kesamaan, yaitu ketiadaan unsur kesalahan 
yang harus dibuktikan oleh konsumen. Kewajiban untuk membuktikan 
unsur kesalahan sesungguhnya bukan tidak ada, tetapi dialihkan. 
Semula dibebankan pada konsumen, kemudian dialihkan kepada 
pelaku usaha yang diwajibkan untuk membuktikan adanya unsur 
kesalahan atau tidak pada dirinya. 
5. Tanggung Jawab Profesional  
Salah satu jenis tanggung jawab yang jarang dibahas dalam 
literatur adalah tanggung jawab profesional (professional liability). 
Padahal, tanggung jawab ini sangat relevan dengan bidang atau sektor 
jasa yang didasarkan pada pelayanan atau keahlian. Oleh karena itu, 
ketentuan dalam UUPK mengaturnya, meskipun tidak secara khusus 
menyebutkan tentang tanggung jawab profesional, tetapi dengan 
memahami makna yang diatur dalam ketentuan pasal-pasalnya dapat 
disimpulkan bahwa tanggung jawab profesional diakui dan diterima 
dalam UUPK. Para profesional dapat dikenakan tanggung jawab atas 
pekerjaan yang telah dilakukan atau diberikan kepada klien atau 
pelanggannya. Oleh karena itu, dengan sederhana Komar 
Kantaatmadja merumuskan tentang pengertian tanggung jawab 
profesional, yaitu tanggung jawab hukum (legal liability) dalam 
hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien 38 
Begitu juga dengan Johannes Gunawan, memberikan rumusan yang 
mirip tentang tanggung jawab profesional, yaitu pertanggungjawaban 
dari pengemban profesi atas jasa yang diberikannya.  
6. Tanggung Jawab Kontrak  
Dalam literatur dan referensi hukum perjanjian selalu 
dikemukakan bahwa kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk 
tertulis. Perjanjian atau kontrak dapat dibuat dengan bebas asalkan 
didasarkan pada kesepakatan (agreement). Oleh karena itu, diberi 
kebebasan untuk membuat perjanjian sepanjang tidak melanggar 
undan undang, kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan (biiijkheid). 
Asumsi yang dijadikan dasar dalam hukum perjanjian adalah hukum 
berfungsi mengatur interaksi dan relasi atau hubungan antar manusia 
sebagai subyek hukum atau entitas hukum. Hubungan itu ada yang 
berupa janji janji atau saling berjanji di antara pihak-pihak untuk 
tujuan tertentu. Misal, janji akan melakukan sesuatu. Adanya 
hubungan itu menimbulkan ikatan di antara mereka. Perjanjian 
(overeenkomst) itu dapat menimbulkan perikatan (verbintenis) 
terhadap pihak-pihak yang membuat janji-janji tersebut.  
7.  Pemberian Jaminan  
Sering kali terhadap produk berupa barang-barang elektronik, 
seperti telepon seluler atau ponsel (hand phone, mobile phone), pelaku 
usaha menyediakan fasilitas petayanan puma jual (after sales services) 
dengan memberikan jaminan atau garansi kepada konsumen pembeli 
produk tersebut dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan 
perbaikan jika ada kerusakan. Tanggung jawab kontraktual 
sesungguhnya dapat diterapkan terhadap pelaku usaha yang tidak mau 
memenuhi jaminan atau garansi. Karena jaminan atau garansi itu 
merupakan janji yang secara tegas dicantumkan dalam dokumen atau 
naskah khusus. Ada juga yang dicantumkan pada label atau kemasan 
produk berupa rumusan pernyataan tentang jaminan atas produk yang 
bersangkutan. Selain itu, ada juga jaminan atau garansi yang tidak 
secara tegas, tetapi secara diam-diam. Ketentuan tentang pemberian 
jaminan atau garansi ditemukan dalam perjanjian jualbeli, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata, yaitu 
penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, 
adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama, penguasaan barang 
yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang 
tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga 
menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian. 
8. Pembayaran Ganti Kerugian  
Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk 
yang diperdagangkan dapat berupa pemberian ganti kerugian. Menurut 
ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab 
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian 
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan 
atau diperdagangkan. Ganti kerugian merupakan tanggung jawab 
paling utama dari pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami 
kerugian. Ganti kerugian menurut UUPK dapat berupa: (1) 
Pengembalian uang; (2) Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya; dan (3). Perawatan kesehatan; dan/atau (4). 
Pemberian santunan. 
B. Maqãsid Asy-Syarî’ah 
1. Pengertian Maqãsid Asy-Syarî’ah 
Maqãsid Asy-Syarî’ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari 
dua kata, yakni maqãshid dan asy-syarî’ah. Maqãshid, adalah bentuk 
jamak dari maqhsud, yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. Asy-
syarî’ah, secara bahasa berarti “jalan menuju air” yang mengandung 
konotasi keselamatan. Inti dari maqãshid asy-Syarî’ah  ini adalah 
penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Para 
ulama kontemporer mendefinisikan maqãshid asy-syarî’ah sebagai 
berikut:  
a. Thahir Ibnu Asyur, maqãshid asy-syarî’ah adalah makna-makna 
dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala 
ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan 
tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah.7 
b. Dr. Ahmad Raysuni, mendefinisikan maqãshid asy-syarî’ah 
sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk 
merealisasikan kemaslahatan hamba.8 
c. ‘Allal al-Fasy, mendefinisikan maqãshid asy-syarî’ah sebagai 
tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah  ditetapkan Allah 
dalam setiap hukum.9 
d. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqãshid asy-syarî’ah 
dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh 
syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, 
atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan 
oleh syara' pada setiap hukumnya.  
 
7 Muhammad Taufik. (2012).  Konsep Maqashid Syari’ah. Jakarta: Tazkia Cendekia. 
8 Muhammad Taufik. (2012).  Konsep Maqashid Syari’ah. Jakarta: Tazkia Cendekia. 
9 Muhammad Taufik. (2012).  Konsep Maqashid Syari’ah. Jakarta: Tazkia Cendekia. 
e. Sahroni dan Karim memaknai maqãshid asy-syarî’ah  sebagai 
tujuan atau target yang bersumber dari Allah Swt. Untuk 
kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.10 
Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli di 
atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting, yaitu setiap maqãshid 
(tujuan) dalam maqãshid asy-syarî’ah adalah maslahat baik berupa 
manfaat yang dicapai atau mudharat yang dihindarkan, maka 
substansi maqãshid asy-syarî’ah adalah maslahat. Sehingga 
maqãshid asy-syarî’ah dapat diterapkan dalam setiap kondisi, yang 
menjadi acuan pada setiap hukum.  
Al-Syathibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu 
ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di 
akhirat. Pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan 
kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta 
menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan 
menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, 
budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan 
rahmat bagi semua manusia.11 
Memahami maqãsid asy-syarî’ah merupakan salah satu 
syarat yang wajib dimiliki seorang mujtahid. Proses pemahaman itu 
adalah memahami hakekat dari maqãshid asy-syarî’ah yang tidak 
 
10 Karim, A. Dan Sahroni, O,  (2015).  Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam. Jakarta: 
Rajawali Press. Hlm 2-4. 
11 Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. (2009).  Maqashid Syariah. Cet. Ke-Satu. Jakarta: 
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lain adalah kemaslahatan yang terwujud dalam dua bentuk, yaitu 
pertama, maqãshid al-Syari (tujuan Allah) dan kedua maqãshid 
alMukallaf (tujuan hukum menurut pelakunya). Sedangkan al-
Syathibi membagi bentuk pertama ke dalam empat aspek, yaitu:12 
a. Tujuan awal dari syari’at yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan 
akhirat. Aspek ini jelas berkaitan dengan hakekat maqãshid asy-
syarî’ah. 
b. Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami, maka ia berkaitan dengan 
dimensi linguistik sebagai alat untuk memahaminya.  
c. Syari’at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. Dengan 
demikian aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan 
Asy-Syarî’ah syari‟at sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan.  
d. Tujuan syari’at adalah membawa manusia dalam lingkungan hukum. 
Pada aspek ini terkait pada kepatuhan manusia untuk melaksanakan 
hukum Allah SWT.  
Menurut Nurnazli (2014), puncak kematangan maqãshid 
adalah di tangan al-Syathibi (abad ke-8 H). Dalam Kemaslahatan yang 
menjadi tujuan syari’at harus mampu untuk melakukan penjagaan 
terhadap lima hal, yaitu addien (agama), nafs (jiwa), al-aql (akal), nasl 
(keturunan) dan maal (harta).13 
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Allah mensyariatkan aturan Islam untuk tujuan besar dengan 
kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba, 
sehingga keejahteraan akan merata, dan rasa aman sentosa akan 
mendominasi. Kemaslahatan dunia dikategorkan menjadi tiga, baik 
pencapaiannya denga cara menarik kemanfaatan atau dengan cara 
menolak kemudharatan.14 
2. Hakikat Maqãsid Asy-Syarî’ah 
Maslahah merupakan salah satu dari hal yang bersifat 
keduniaan dan akhirat. Menurut asy-Syatibi menjelaskan bahwa 
syariah itu mempunyai kepentingan untuk melindungi 
kemaslahatan, baik secara respresif ataupun preventif, yang mana 
berguna untuk kepentingan individu dan kepentingan sosial. 
Syariah dicapai melalui standar padakehendak Allah SWT 
(pembuat syariah), sehingga muncullah sebuah teori  Maqãsid Asy-
Syarî’ah  yang sangat berguna untuk dijadikan metode 
pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat hukum 
Islam dalam menghadapi perubahan sosial.15 
Dalam pandangan asy-Syathibi, Allah menurunkan syari’at 
(aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan 
menghindari kemadaratan baik di dunia maupun di akhirat. 
 
14 Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. (2009).  Maqashid Syariah. Cet. Ke-Satu. Jakarta: 
AMZAH. 
15 M.Noor Matdawam,  Dinamika Hukum Islam (Tinjauan Sejarah Perkembangannya), 
(Yogyakarta: Yayasan Bina Karier LP5BIP, 1985), hlm. 36. 
Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk 
kemaslahatan manusia itu sendiri. Menurut Mohammad Mufid 
dalam bukunya berjudul “Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan 
Kontemporer (Dari Teori ke Aplikasi)” yang mengutip dari Syathibi 
membagi maqasid menjadi tiga tingkatan, yaitu darûriyyãt 
(primer), hãjjiyyãt (sekunder), dan tahsîniyyãt (tersier).16 
a. Darûriyyãt : memelihara kebutuhan yang bersifat esensial 
bagi kehidupan manusia. Kebutuhan pokok itu ada lima, yakni 
agama (Hifdẓ al-din), jiwa (Hifdẓ Al-Nafs), harta (Hifdẓ  Al-
Mãl), keturuan (Hifdẓ Al-Nasl ) dan akal (Hifdẓ al-aql).  
b. Hãjjiyyãt : kebutuhan yang tidak bersifat essensial, melainkan 
kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan 
hidupnya. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak 
mengancam lima kebutuhan dasar manusia, tetapi akan 
menimbulkan kesulitan bagi mukalah. Kelompok ini erat 
kaitannya dengan rukhsah. 
c. Tahsîniyyãt : kebutuhan yang menunjang peningkatan 
martabat manusia dalam masyarakat dam dihadapan 
Tuhannya sesuai kepatuhan. 
4.  Pembagian Maqãsid Asy-Syarî’ah 
a. Memelihara Agama (Hifdẓ al-Din) 
 
 
16 Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori ke 
Aplikasi), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 171-172. 
1) Memelihara agama dalam peringkat darûriyyãt, yaitu 
memelihara agama dan melaksanakan kewajiban 
keagamaan yang masuk tingkat primer, seperti 
melaksanakan sholat lima waktu. Jikalau shalat itu 
diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama. 
2) Memelihara agama dalam tingkat  hãjjiyyãt, yaitu 
melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud 
menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar 
bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini 
tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam 
eksistensi  agama, melainkan hanya akan mempersulit 
bagi orang yang melakukannya. 
3) Memelihara agama dalam peringkat tahsîniyyãt, yaitu 
mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi 
martabat manusia. 
a. Memelihara Jiwa (Hifdẓ al-Nafs)  
1) Memelihara jiwa dalam peringkat drûriyyãt, seperti 
memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk 
mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok diabaikan, 
maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. 
2)  Memelihara jiwa, dalam peringkat  hãjjiyyãt, seperti 
diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati 
makanan lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka 
tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan 
hanya mempersulit hidupnya. 
3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsîniyyãt, seperti 
ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini 
hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama 
sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, 
ataupun mempersulit kehidupan seseorang.17 
b. Memelihara Akal (Hifdẓ al-‘Aql)  
1) Memelihara akal dalam peringkat  darûriyyãt, seperti 
diharamkan meminum-minuman keras dan sebagainya. 
Jika ketentuan ini tidak dilanggar, maka akan berakibat 
terancamnya eksistensi akal; 
2) Memelihara akal dalam peringkat  hãjjiyyãt, seperti 
dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal 
itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan 
mempersulit dirinya sendiri yang berkaitan dengan 
pengembangan ilmu pengetahuan;  
3) Memelihara akal dalam peringkat  tahsîniyyãt, seperi 
menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan 
sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya 
 
17 Mardani, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia), (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 22-23 
dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara 
langsung.18 
 
 
c. Memelihara Keturunan ( Hifdẓ al-Nasl) 
1) Memelihara keturunan dalam peringkat darûriyyãt, seperti 
disyari’atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini 
diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. 
2) Memelihara keturunan dalam peringkat hãjjiyyãt, seperti 
ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami 
pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. 
3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsîniyyãt, seperti 
disyariatkan khitbak atau walimat dalam perkawinan. Hal 
ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan 
perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan 
mengancam eksistensiketurunan, dan tidak pula 
mempersulit orang yang melakukan perkawinan.19 
d. Memelihara Harta (Hifdẓ al-Mal) 
1) Memelihara harta dalam peringkat darûriyyãt, seperti 
disyari’atkan tata cara kepemilikan harta dan larangan 
mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. 
 
18 Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori ke 
Aplikasi), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 172-173 
19 Mardani, Ushul Fiqh, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 340. 
Apabila dilanggar maka akan berakibat terancamnya 
eksistensi manusia. 
2) Memelihara harta dalam peringkat  hãjjiyyãt, seperti 
disyari’atkan jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini 
tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi 
harta, akan tetapi akan mempersulit orang yang mencari 
modal. 
3) Memelihara harta dalam peringkat tahsîniyyãt, seperti 
adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. 
Hal ini berkaitan dengan etika bisnis, dan akan 
berpengaruh pada sah atau tidaknya jual-beli itu.20 
Ketika kelima hal tersebut dapat terealisasikan atau 
terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan 
sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, sehingga akan 
memberikan maslahah.21 
 
 
20 Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 
hlm. 167-168. 
21 Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah, 
(Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 66-67. 
BAB III 
KETENTUAN LABELISASI PANGAN DI INDONESIA 
 
A. Pendahuluan 
Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan menyatakan 
bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama 
dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat 
Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, 
bergizi, dan beragam harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, 
serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat.1 
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan 
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau 
minuman.2 
Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang 
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang 
disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau 
 
1 Fathurrahman Djamil, “Kalau banyak Lembaga Fatwa Umat Bisa Bingung”, Jurnal 
Halal, No. 100 th. XVI tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm.48-49. 
2Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan 
Iklan Pangan 
merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan 
Pemerintah ini disebut Label.3 
B. Ketentuan Label Pangan 
Label pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 
Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk 
gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan 
pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan 
bagian kemasan pangan.4 
Produsen yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk 
diperdagangkan, termasuk UMKM Pangan dan IRTP wajib 
mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Pangan, 
baik ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta 
memuat paling sedikit keterangan mengenai :5 
 
 
1. Nama Produk  
a. Harus menunjukkan sifat dan atau keadaan yang sebenarnya.  
 
3Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan 
Iklan Pangan 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 
5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 
b. Penggunaan nama produk pangan yang sudah terdapat dalam 
Standar Nasional Indonesia:  
1) Diizinkan jika produk pangan telah memenuhi persyaratan 
tentang nama produk pangan yang ditetapkan dalam Standar 
Nasional Indonesia.  
2) Tidak diizinkan jika Produk pangan yang tidak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia 
(SNI) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah 
Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 
c. Penggunaan nama selain yang termasuk dalam SNI harus 
menggunakan nama yang lazim atau umum dan harus benar dan 
tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk 
apapun lainnya 
d. Penggunaan nama jenis produk pangan yg ditetapkan Kepala 
Badan POM RI dalam kategori Pangan Diizinkan jika memenuhi 
persyaratan sesuai nama jenis produk pangan yang bersangkutan. 
2. Daftar Bahan yang Digunakan/ Komposisi  
a. Bahan yang digunakan dalam proses produksi dicantumkan pada 
Label sebagai daftar bahan/komposisi secara berurutan dimulai 
daribagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat 
penambah gizi lainnya.  
b. Nama untuk bahan yang digunakan tersebut di atas adalah nama 
yang lazim digunakan.  
c. Nama bahan yang digunakan boleh menggunakan nama yang 
ditetapkan dalam SNI jika bahan tersebut memenuhi persyaratan 
bahan yang ditetapkan dalam SNI  
d. Air yang ditambahkan harus dicantumkan sebagai komposisi 
pangan, kecuali apabila air itu merupakan bagian dari bahan yang 
digunakan.  
e. Air atau bahan pada pangan yang mengalami penguapan 
seluruhnya selama proses pengolahan pangan, tidak perlu 
dicantumkan.  
f. Keterangan lebih lengkap tentang bagaimana mencantumkan daftar 
bahan yang digunakan/ komposisi ini dapat dilihat pada Peraturan 
BPOM Nomor 12 Tahun 2016 pada Lampiran IV.  
g. Untuk pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 
69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan:  
1) Pada Label wajib dicantumkan Golongan Bahan Tambahan 
Pangan.  
2) Dalam hal Bahan Tambahan Pangan yang digunakan memiliki 
nama Bahan Tambahan Pangan dan atau kode internasional, 
pada Label dapat dicantumkan nama Bahan Tambahan dan 
kode internasional dimaksud, kecuali Bahan Tambahan Pangan 
berupa pewarna. 
3) Dalam hal Bahan Tambahan Pangan berupa pewarna, selain 
pencantuman golongan dan nama Bahan Tambahan Pangan, 
pada Label wajib dicantumkan indeks pewarna yang 
bersangkutan. 
4) Pada label pangan yang mengandung BTP golongan 
antioksidan, pemanis buatan, pengawet, dan penguat rasa, 
selain dicantumkan golongan juga wajib dicantumkan nama 
jenis BTP. 
5) Pada label pangan yang mengandung pemanis buatan, wajib 
dicantumkan tulisan “Mengandung pemanis buatan, disarankan 
tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan 
ibu menyusui”.  
6) Pada label pangan untuk penderita diabetes dan/ atau makanan 
berkalori rendah yang menggunakan pemanis buatan wajib 
dicantumkan tulisan “Untuk penderita diabetes dan/ atau orang 
yang membutuhkan makanan berkalori rendah”. 
7) Pada label pangan olahan yang menggunakan pemanis buatan 
aspartam, wajib dicantumkan peringatan “Mengandung 
fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik”.  
8) Pada label pangan olahan yang mengandung pemanis poliol, 
wajib dicantumkan peringatan “Konsumsi berlebihan 
mempunyai efek laksatif”.  
9) Pada label pangan olahan yang menggunakan gula dan pemanis 
buatan, wajib dicantumkan tulisan “Mengandung gula dan 
pemanis buatan”. 
10) Pada label pangan olahan yang mengandung perisa, wajib 
dicantumkan nama kelompok perisa dalam daftar atau 
ingredient.  
11) Pada label pangan olahan yang mengandung BTP Ikutan (Carry 
over) wajib dicantumkan BTP Ikutan (Carry over) setelah 
bahan mengandung BTP tersebut. 
3. Berat Bersih atau Isi Bersih  
a. Pada label yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau 
jumlah pangan olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah.  
b. Bobot tuntas atau berat tuntas adalah ukuran berat untuk pangan 
padat yang menggunakan medium cair dihitung dengan cara 
pengurangan berat bersih dengan berat medium cair.  
c. Keterangan tentang berat bersih atau isi bersih dan bobot tuntas 
harus ditempatkan pada bagian utama label.  
d. Persyaratan pencantuman berat bersih atau isi bersih dalam satuan 
metrik yaitu: 
1) Pangan padat dinyatakan dengan berat bersih (satuan: miligram 
(mg), gram (g), kilogram (kg) ). 
2) Pangan semi padat atau kental dinyatakan dengan berat bersih 
atau isi bersih; (satuan :miligram (mg), gram (g), kilogram 
(kg), mililiter (ml atau mL) atau liter (l atau L) ). 
3) Pangan cair dinyatakan dengan isi bersih. (satuan: mililiter (ml 
atau mL), liter (l atau L)). 
4) Penulisan untuk menerangkan bentuk butiran atau bijian adalah 
seperti contoh berikut: “Berat bersih: 1 gram (Isi 5 butir @ 200 
mg)”, “Berat bersih: 1 gram (5 butir @ 200 mg)”. 
e. Label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus memuat 
keterangan tentang berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji. 
f. Keterangan lebih lengkap tentang bagaimana mencantumkan berat 
bersih atau isi bersih ini dapat dilihat pada Peraturan BPOM 
Nomor 12 Tahun 2016 pada Lampiran IV.14 
4. Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi atau Mengimpor  
a. Nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan wajib 
dicantumkan pada Label. Alamat perusahaan paling sedikit 
mencantumkan nama kota, kode pos dan Indonesia. Jika nama dan 
alamat perusahaan tersebut tidak ada kode pos atau tidak terdapat 
dalam buku telepon, maka harus mencantumkan alamat perusahaan 
secara jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 26 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 
Iklan Pangan.  
b. Jika pangan yang diproduksi merupakan pangan olahan lisensi atau 
pangan olahan yang dikemas kembali, maka harus dicantumkan 
informasi yang menghubungkan antara pihak yang memproduksi 
dengan pihak pemberi lisensi dan atau pihak yang melakukan 
pengemasan kembali. 
c. Jika pangan yang diproduksi merupakan pangan olahan yang 
diproduksi berdasarkan kontrak, maka harus dicantumkan 
informasi yang menghubungkan antara nama perusahaan yang 
mengajukan pendaftaran dengan produsennya, seperti “diproduksi 
oleh .... untuk .....”. 
 Khusus pangan impor dengan nomor pendaftaran BPOM RI ML :  
a. Selain keterangan tersebut di atas, pada Label wajib dicantumkan 
nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan ke dalam 
wilayah Indonesia.  
b. Dalam hal pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah 
Indonesia berbeda dari pihak yang mengedarkannya di dalam 
wilayah Indonesia, selain nama dan alamat pihak yang 
memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, pada Label 
wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang mengedarkan 
tersebut.  
c. Keterangan lebih lengkap tentang bagaimana label pangan impor 
dengan nomor pendaftaran BPOM RI ML dapat dilihat pada 
Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2016 pada Lampiran IV. 
5. Halal Bagi yang Dipersyaratkan  
a. Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang 
diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan 
bertanggung jawab atas kebenarannya dan wajib mencantumkan 
keterangan atau tulisan halal pada Label.  
b. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal pada label pangan 
maka pangan tersebut wajib diperiksa terlebih dahulu pada 
lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi dan memiliki 
kompetensi di bidang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
c. Persetujuan pencantuman tulisan “Halal” pada label pangan 
diberikan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Badan 
POM RI (berupa Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan "Halal" 
pada Label Pangan) setelah pangan tersebut dinyatakan halal oleh 
lembaga yang berwenang di Indonesia yang dibuktikan dengan 
sertifikat halal dari dari lembaga yang berwenang di Indonesia.  
d.  Khusus IRTP, izin pencantuman halal pada label, diberikan oleh 
Balai Besar/ Balai POM setempat setelah setelah pangan IRTP 
dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang di Kab/ Kota/ 
Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari dari lembaga 
yang berwenang di Kab/ Kota/ Provinsi. 
e.  Tulisan “halal” dapat dicantumkan pada bagian utama label dan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah 
mendapat Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan “Halal” pada 
Label Pangan dari Badan POM RI/ BB/ BPOM setempat. 
6. Tanggal Dan Kode Produksi  
a. Kode produksi pangan olahan wajib dicantumkan pada Label, 
wadah atau kemasan pangan, dan terletak pada bagian yang mudah 
untuk dilihat dan dibaca, serta sekurang-kurangnya dapat 
memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang 
diproses pada kondisi dan waktu yang sama. 
b. Kode produksi dapat dicantumkan dalam bentuk nomor bets.  
c. Kode produksi dapat disertai dengan atau berupa tanggal produksi, 
yaitu tanggal, bulan tahun dimana pangan olahan tersebut 
diproduksi. 
7. Tanggal, Bulan, dan Tahun Kedaluarsa  
a. Keterangan kedaluarsa merupakan batas akhir suatu pangan olahan 
dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk 
yang diberikan produsen.  
 
b. Bulan dan tahun kedaluarsa wajib dicantumkan secara jelas pada 
label setelah pencantuman tulisan “Baik Digunakan Sebelum”, 
sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan :  
1) Jika daya simpannya sampai dengan 3 (tiga) bulan dinyatakan 
dalam tanggal, bulan dan tahun, misalnya, “Baik Digunakan 
Sebelum 17 Juli 2015”.  
2) Jika kedaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan 
untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja. 
Misalnya, “Baik Digunakan Sebelum Juli 2015”. 
c. Keterangan kedaluwarsa dapat dicantumkan terpisah dari tulisan 
“Baik digunakan sebelum”, akan tetapi harus disertai dengan 
petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa, Misal : “Baik 
digunakan sebelum, lihat bagian bawah kemasan”, “Baik 
digunakan sebelum, lihat pada tutup botol”.  
d. Jika tanggal kedaluwarsa sangat dipengaruhi oleh cara 
penyimpanan, maka petunjuk/cara penyimpanan harus 
dicantumkan pada label, dan berdekatan dengan keterangan 
kedaluwarsa. Misal : “Baik digunakan sebelum 10 11 jika disimpan 
pada suhu 5oC - 7oC”.  
e. Pangan olahan yang tidak perlu mencantumkan keterangan tanggal 
kedaluwarsa, yaitu : 
1) Minuman beralkohol jenis anggur (wine);  
2) Minuman yang mengandung alkohol lebih dari 10 (sepuluh) 
persen;  
3) Cuka;  
4) Gula (sukrosa); dan 
5) Roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau 
sama dengan 24 (dua puluh empat) jam. Pada label pangan 
tersebut di atas, tetap harus mencantumkan tanggal pembuatan 
dan atau tanggal pengemasan. 
8. Nomor Izin Edar Bagi Pangan Olahan  
a. Nomor izin edar terdapat pada Surat Persetujuan Pendaftaran yang 
diterbitkan oleh Badan POM RI untuk produk pangan yang 
memenuhi kriteria atau persyaratan berdasarkan hasil penilaian 
keamanan, mutu dan gizi pangan olahan, misalnya BPOM RI MD 
xxxxxxxxxxxx dan/atau BPOM RI ML xxxxxxxxxxxx.  
b. Nomor izin edar biasanya disebut juga sebagai nomor pendaftaran 
pangan dan wajib dicantumkan pada label pangan olahan yang 
dikemas. Ketentuan ini berlaku untuk produk pangan yang 
dihasilkan oleh industri pangan bukan kategori IRTP.  
c. Untuk pangan olahan hasil produksi IRTP, sebelum diedarkan 
wajib mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan IRT yang di 
dalamnya terdapat nomor P-IRT xxxxxxxxxxxxx-xx yang 
diterbitkan oleh Bupati/ Walikota melalui Dinas Kesehatan 
Kab/Kota. Nomor P-IRT tersebut wajib dicantumkan pada label 
pangan. 
9. Asal Usul Bahan Pangan Tertentu.  
a. Yang dimaksud dengan “keterangan mengenai asal usul bahan 
Pangan” adalah penjelasan mengenai informasi asal bahan tertentu, 
misalnya, bahan yang bersumber, mengandung, atau berasal dari 
hewan atau Pangan yang diproduksi melalui proses khusus, 
misalnya, Rekayasa Genetik Pangan atau Iradiasi Pangan.  
b. Pangan Iradiasi yang akan diedarkan di Indonesia harus memiliki 
Sertifikat Iradiasi yang diterbitkan oleh Kepala Badan. Pangan 
PRG yang diterbitkan oleh Kepala Badan dan pada labelnya wajib 
dicantumkan keterangan berupa tulisan “Pangan Iradiasi”  
c. Pangan rekayasa genetik sebelum diedarkan wajib memiliki 
keputusan izin peredaran Pangan PRG yang diterbitkan oleh 
Kepala Badan dan pada labelnya wajib dicantumkan keterangan 
berupa tulisan "Pangan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7 Peraturan BPOM Nomor 
HK.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012.. Dengan demikian, pangan 
rekayasa genetik tidak boleh diproduksi oleh IRTP. 
10.  Ketentuan lain yang harus dipenuhi pada Label Pangan  
a. Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan olahan harus benar 
dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk 
apapun lainnya.  
b. Label memuat tulisan yang jelas, dapat mudah dibaca, teratur dan 
tidak berdesak-desakan.  
c. gambar, warna maupun desain lainnya tidak boleh mengaburkan 
tulisan pada Label. 
d. Pelabelan dilakukan sedemikian rupa sehingga:  
1) Tidak mudah lepas dari kemasan;  
2) Tidak mudah luntur atau rusak; dan  
3) Terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk 
dilihat dan dibaca.  
e. Label yang melekat atau ditempelkan pada kemasan harus melekat 
kuat sehingga jika dilepas akan merusak label/kemasan aslinya.  
f.  Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan 
dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta 
ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan. (hanya untuk pangan olahan yang 
didaftar dengan nomor pendaftaran BPOM RI MD/ML No xxx) 
g.  Label pangan olahan terdiri dari bagian utama dan bagian lain.  
1) Bagian Utama Label 
2) Memuat keterangan paling penting untuk diketahui oleh 
konsumen.  
3) Terletak pada sisi kemasan yang paling mudah diamati atau 
dibaca oleh masyarakat pada umumnya.  
 
4) Keterangan yang harus dicantumkan pada bagian utama label 
paling sedikit mencakup : 
a) Nama jenis, dan bila ada nama dagang.  
b) Berat bersih atau isi bersih.  
c) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 
memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. 
h. Khusus untuk produk pangan olahan dengan nomor pendaftaran 
BPOM RI MD/ML, selain keterangan sebagaimana dimaksud pada 
nomor 7 di atas, pada labelnya juga harus dicantumkan keterangan 
sebagai berikut:  
1) Keterangan tentang kandungan gizi,  
2) Keterangan tentang iradiasi pangan (Jika produk berupa 
pangan iradiasi),  
3) Keterangan tentang Pangan organik (Jika produk berupa 
pangan organik),  
4) Keterangan tentang Pangan rekayasa genetika (Jika produk 
berupa pangan rekayasa genetika)  
5) Keterangan tentang pangan yang dibuat dari bahan baku 
alamiah, 
6) Petunjuk penggunaan/penyiapan  
7) Petunjuk tentang cara penyimpanan  
8) Keterangan tentang petunjuk atau saran penyajian  
9) Keterangan tentang peruntukan 
10) Keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak 
pangan terhadap kesehatan manusia  
11) Peringatan.  
12) Khusus untuk huruf f) sampai h), dapat digunakan untuk 
produk pangan olahan IRTP. Misalnya, petunjuk 
penggunaan/penyiapan tepung sagu, petunjuk penyimpanan 
pangan yang digoreng seperti kerupuk, keripik, biskuit, 
petunjuk penyajian minuman ringan. 
i. Menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin 
j. Istilah asing dapat digunakan sepanjang tidak ada padanannya, 
tidak dapat diciptakan padanannya atau digunakan untuk 
kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.  
k. Istilah asing, istilah teknis atau ilmiah, misalnya rumus kimia dapat 
digunakan untuk menyebutkan suatu jenis bahan yang digunakan 
dalam komposisi.  
l. Bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin, serta istilah asing 
dapat ditambahkan/disertai dengan keterangan yang sama dalam 
bahasa selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin. 
m.  Gambar harus menunjukkan keadaan sebenarnya, termasuk sifat 
dan/atau keadaan pangan olahan serta tidak boleh menyesatkan.  
n. Huruf dan angka yang digunakan pada label harus jelas dan mudah 
dibaca serta proporsional dengan luas permukaan label.  
o.  Pengecualian terhadap ketentuan pelabelan diberikan kepada 
pangan olahan yang kemasannya terlalu kecil, sehingga secara 
teknis sulit memuat seluruh keterangan yang diwajibkan 
sebagaimana berlaku bagi pangan olahan lainnya. 
p. Tulisan dan Peringatan  
1) Pangan olahan yang mengandung bahan berasal dari babi 
Mencantumkan tanda khusus berupa tulisan “MENGANDUNG 
BABI” dan gambar babi berwarna merah dalam kotak 
berwarna merah di atas dasar putih. 
2) Minuman Beralkohol Mencantumkan tulisan “MINUMAN 
BERALKOHOL” dan nama jenis sesuai kategori pangan, 
“DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL 
DILARANG MINUM” dan “Mengandung Alkohol ”.  
3) Pangan Olahan yang Mengandung Alkohol Mencantumkan 
Pangan yang mengandung alkohol, wajib mencantumkan kadar 
alkohol pada label.  
4) Susu Kental Manis Mencantumkan tulisan "Perhatikan! Tidak 
Cocok Untuk Bayi". 
5) Formula Bayi Label formula bayi harus mencantumkan tulisan 
dan ketentuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang 
ditetapkan (sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan No. HK.03.1.52.08.11.07235 tahun 2011 
tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi Untuk 
Keperluan Medis Khusus) Mencantumkan tulisan "Perhatikan! 
Tidak Cocok Untuk Bayi". 
6) Pangan Olahan yang Mengandung Alergen Mencantumkan 
keterangan tentang alergen sesuai ketentuan yang berlaku.  
7) Pangan Olahan yang Mengandung Pemanis Buatan 
Mencantumkan tulisan "Mengandung pemanis buatan", kadar 
pemanis buatan.  
8) Sediaan Bahan Tambahan Pangan (BTP). 
Ketentuan tersebut di atas berlaku bagi Pangan yang telah melalui 
proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Pangan, dan dilarang:  
a. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label,melabel kembali, 
menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsanya.  
b. memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau 
menyesatkan pada label, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk 
apapun lainnya. 
c. Mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi bagi label pangan 
IRTP.  
d. Mencantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun 
bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat. 
e. Mencantumkan nama, logo atau identitas lembaga yang melakukan 
analisis tentang produk pangan tersebut. 
 
C. Tanggungjawab Produsen Makanan Tanpa Label  
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pasal 
yang berisi tentang “perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha/produsen” 
yaitu pada Pasal 8. Perbuatan yang dilarang tersebut antara lain:  
1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket 
barang tersebut. 
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 
dan/atau jasa tersebut. 
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposiis, proses pengolahan, 
gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 
label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. 
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 
dinyatakan “halal” yang dicantumkan dalam label. 
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 
nama barang, ukuran, berat/ isi bersih netto, komposiis, aturan pakai, 
tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku 
usaha/produsen serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 
ketentuan harus dipasang atau dibuat. 
Jika produsen melakukan perbuatan yang dilarang diatas, maka 
produsen akan menerima sanksi yang juga diatur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 antara lain sebagai berikut: 
1. Pelaku usaha/produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksudkan pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 
15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan 
pasal 18 dipidana dengan pidan apenjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah) 
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11, Pasal 12, pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 
ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau pidana dengan paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, 
cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. 
Selain sanksi yang sudah dijelaskan diatas, produsen juga dapat 
dijatuhkan hukuman tambahan yang telah diatur dalam Pasal 63 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen antara lain: 
1. Perampasan barang tertentu 
Pidana tambahan ini dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak 
milik atas suatu barang dari pemilkinya dan barang itu dijadikan 
barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual 
untuk negara. 
2. Pengumuman putusan hakim 
Maksud dari pengumuman putusan hakim adalah ditujukan sebagai 
usaha preventif untuk mencegah orang-orang tertentu agar tidak 
melakukan tindak pidana.   
 
3. Pembayaran ganti rugi 
Disini produsen harus bertanggungjawabmembayar ganti rugi 
kepada konsumen yang berdasarkan undang-undang. 
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 
kerugian konsumen 
Produsen harus menghentikan segala kegiatan produksinya 
apabila kegiatan tersebut menyebabkan kerugian terhadap konsumen. 
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau 
Jika sudah diketahui produsen melanggar ketentuan 
sebagaimana dalam Pasal 8, maka produk yang dihasilkan produsen 
harus ditarik dari peredaran. 
6. Pencabutan izin usaha. 
Apabila produsen melanggar ketentuan sebagaimana dalam 
Pasal 8, maka produsen tersebut tidak bisa kembali memproduksi 
produknya dan lebih parhnya adalah pencabutan izin usaha itu sendiri. 
 
BAB IV 
KETENTUAN PEMBERIAN LABEL DALAM PERSPEKTIF MAQÃSID 
ASY-SYARÎ’AH 
 
A. Ketentuan Pemberian Label Dalam Perspektif Maqãsid Asy-Syarî’ah 
Dalam maqãsid asy-syarî’ah ketentuan pemberian label terhadap produk 
merupakan kebutuhan Darûriyyãt, karena pada dasarnya kebutuhan Darûriyyãt 
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat terbagi menjadi lima 
unsur pokok yaitu lima unsur pokok yaitu agama (Hifdẓ al-din), jiwa (Hifdẓ 
Al-Nafs), harta (Hifdẓ  Al-Mãl), keturuan (Hifdẓ Al-Nasl ) dan akal (Hifdẓ al-
aql).  
1. Memelihara Agama (Hifdẓ al-Din) 
Pelaku usaha ketika akan menjual produk yang mayoritas 
penduduknya beragama Muslim haruslah memperhatikan aspek halalan 
tayyiban dari produk yang akan dijualnya. Mengingat banyaknya 
penduduk di Indonesia adalah Muslim, tentunya dalam mengkonsumsi 
suatu produk juga harus diperhatikan kehalalannya. Lalu produsen juga 
harus memperhatikan komposisi bahan-bahan apa saja dalam membuat 
produk makanan,tidak boleh menggunakan babi, boraks, formalin atau 
alkohol karena bahan-bahan tersebut tidak halal. Produsen harus  
menerapkan 
landasan tauhid. Selain mengejar keuntungan duniawi semata tetapi 
juga harus memperhatikan aspek akhiratnya.  
2. Memelihara Jiwa (Hifdẓ Al-Nafs)   
Dalam ketentuan label pangan harus terdapat informasi produk 
makanan seperti nama produk, daftar bahan yang digunakan 
(komposisi), nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal dan  
kode produksi, tanggal bulan dan tahun kadaluarsa, asal usul bahan 
pangan tertentu, serta kehalalan produk tersebut, maka dikhawatirkan 
akan membahayakan diri konsumen. Ketentuan label tersebut bertujuan 
untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian 
produk yang akan dikonsumsinya. Jika konsumen yang mengkonsumsi 
makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi tentunya ketika 
mengalami gangguan kesehatan maka hal ini akan mengancam 
keselamatan jiwanya. Dalam kasus produk makanan yang sudah 
kadaluarsa tetapi masih tetap dikonsumsi secara tidak langsung akan 
menimbulkan gangguan kesehatan, diantaranya mual, muntah dan 
diare. Produsen harus memperhatikan keamanan dan kandungan gizi 
pada makanan. Dengan makanan yang terjamin mutunya, secara tidak 
langsung sudah membantu manusia memenuhi haknya yakni hak untuk 
mempertahankan hidup. 
3. Memelihara Keturunan (Hifdẓ Al-Nasl)  
Dalam konteks ketentuan label pangan, konsumen diharuskan memilih 
atau mengkonsumsi produk yang tidak akan membahayakan dirinya dan 
keluarganya. Konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk 
seperti harus teliti dalam melihat komposisi, tanggal dan kode produksi, 
tanggal bulan dan tahun kadaluarsa dan asal usul bahan pangan tertentu 
yang dikhawatirkan menyebabkan celaka bagi dirinya dan mungkin 
anggota keluarganya. 
4. Memelihara harta (Hifdẓ Al-Mãl) 
Memelihara harta dalam konteks ketentuan label pangan adalah 
menghindarkan diri dari adanya unsur penipuan pada labelyang 
memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah pangan olahan 
yang terdapat dalam kemasan atau wadah, bobot tuntas atau berat 
tuntas, dan berat bersih atau isi bersih hal ini berkaitan dengan etika 
bisnis. Mengingat harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, 
namun dalam Islam dilarang mendapatkan harta secara bathil. 
5. Memelihara Akal (Hifdẓ al-‘Aql) 
Akal merupakan suatu hal yang membedakan kita dengan makhluk 
Allah lainnya. Dengan akal manusia dapat berfikir, di sinilah 
eksistensi akal. Maka dalam konteks ketentuan label pangan harus 
terjaga bahan-bahan yang digunakan.karena bahan-bahan tersebut 
sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan akal. Apabila akal sehat 
maka juga mencegah pemiliknya untuk menjauhi perbuatan buruk dan 
perbuatan yang. Manusia dengan menggunakan akal dan pikirannya, 
maka akan diperoleh rasa aman, damai dan tenang dalam hidupnya. 
Dalam Islam dilarang mengkonsumsi segala hal yang memabukkan, 
sebab hal yang memabukkan dapat merusak akal dan pikiran orang 
yang mengkonsumsinya. 
B. Tanggungjawab Produsen Makanan Tanpa Lebel Menurut Maqãsid 
Asy-syarî’ah 
 Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai macam-macam 
bentuk tanggungjawab produsen yang diatur dalam undang-undang 
Perlindungan Konsumen Pasal 19. Disini penlusis akan menganalisis 
tentang perbuatan yang dilarang bagi produsen,sanksi pidana dan sanksi 
tambahan berdasarkan Pasal 8, pasal 62 dan Pasal 63.  
1. Memelihara Agama (Hifdẓ al-Din) 
Perbuatan Produsen harus memperhatikan mayoritas penduduk di 
negaranya. Mengingat banyaknya penduduk di Indonesia adalah 
Muslim, tentunya dalam mengkonsumsi suatu produk juga harus 
diperhatikan kehalalannya. Lalu produsen diharuskan memenuhi 
standar yang sudah dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, 
tidakmengurangi ukuran, takaran ataupun timbangan, 
memperhatikan mutu, tingkatan, komposisi dan proses pengolahan, 
tanggalkadaluarsa atau tidakberproduksi secara halal sebagaimana 
mestinya. Apabila produsen melanggar perbuatan tersebut,maka 
produsen akan dikenakan saksipidana di penjara dan denda sesuai 
dengan ketentuan pada masing-masing Pasal. Selain mendapatkan 
saksi pidana produsen akan mendapatkan hukuman tambahan. 
Dalam konteks memelihara agama (hifdẓ al-din) maka produsen 
akan menerima hukuman tambahan berupa pengumuman putusan 
hakim, karena hakim sebagai pejabat yang berwenang 
dalammemutus suatu perkara hukum. Selanjutnya pencabutan izin 
usaha, apabila izin usaha tidak dicabut dikhawatirkan produsen akan 
terus-menerus melakukan pelanggaran tersebut,karena  produsen 
harus  menerapkan landasan tauhid. Selain mengejar keuntungan 
duniawi semata tetapi juga harus memperhatikan aspek akhiratnya. 
2. Memelihara Jiwa (Hifdẓ Al-Nafs)   
Dalam hal perbuatan yang dilarang bagi produsen maka dikonteks 
memelihara jiwa yang termasukadalah produsen tidak memenuhi 
standar yang disyaratkan, tidak sesuai dengan takaran,ukuran, 
tidaksesuaidengan mutu,tingkatan,komposisi dan proses pengolahan, 
tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa , dan tidak mengikuti 
ketentuan berproduksi secara halal. maka dalamkonteks memelihara 
jiwa, produsen sudah melanggarnya. Karena tanggungjawab 
produsen  tersebut bertujuan untuk memberikan keamanan, 
kenyamanan, keselamatan, dan kepastian produknya. Apabila  
makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi tentunya ketika 
mengalami gangguan kesehatan maka hal ini akan mengancam 
keselamatan jiwanya. Dalam kasus produk makanan yang sudah 
kadaluarsa tetapi masih tetap dikonsumsi secara tidak langsung akan 
menimbulkan gangguan kesehatan, diantaranya mual, muntah dan 
diare. Produsen harus memperhatikan keamanan dan kandungan gizi 
pada makanan. Dengan makanan yang terjamin mutunya, secara 
tidak langsung sudah membantu manusia memenuhi haknya yakni 
hak untuk mempertahankan hidup. Dikarenakan melanggar 
perbuatan yang dilarang tersebut produsen akan mendapatkan 
sanksipidana berupapidana penjara dan pidana denda sesuaidengan 
peraturan yang berlaku. Selain menerima sanksi pidana,produsen 
akan dikenakan hukuman tambahan. Hukuman tambahan yang 
termasukdalam memelihara jiwa yaitu perampasan barang tertentu 
karena produsen sudah melanggar perbuatannya dan barang tersebut 
akan menjadimiliknegara. Perintah penghentian kegiatan yang akan 
merugikan konsumen,dan kewajiban penarikan barang dari 
peredaran agar kemasalahatan ummat terjaga. 
3. Memelihara Keturunan (Hifdẓ Al-Nasl)  
Dalam konteks tanggungjawab produsen guna memelihara keturunan 
diharuskan memproduksi bproduksesuai dengan standar yang sudah 
dipersyaratkan dalamperaturan perundang-undangan, 
memperhatikan mutu pangan, tanggalkadaluarsa, dan 
mengikutiketentuan berproduksisecara halal. Apabila produsen 
tidakmengikuti peraturan berikut dikhawatirkan produk tersebut 
akan membahayakan dirinya dan keluarganya. Jika tidak dalam 
memproduksi pangan akan menyebabkan celaka bagi dirinya dan 
mungkin anggota keluarganya, maka selain mengancam jiwa hal ini 
juga akan mengancam keturunannya apabila yang dikonsumsinya 
tersebut menyebabkan keracunan. Apabila produsen tersebut benar-
benar melanggar perbuatan tersebut,maka akan mendapatkan 
hukuman tambahan dalam konteks memelihara keturunan yaitu 
penghentian kegiatan tertentu dan penarikan barang dari peredaran 
pasar yang akan mengakibatkan sakit berat,cacat tetap atau 
kematian. 
4. Memelihara harta (Hifdẓ Al-Mãl) 
Memelihara harta dalam perbuatan yang dilarang bagi produsen 
menghindarkan diri dari adanya unsur penipuan, hal ini berkaitan 
dengan etika bisnis. Mengingat harta adalah hal yang sangat penting 
dan berharga, namun dalam Islam dilarang mendapatkan harta secara 
bathil. Hal ini juga berlaku bagi para produsen . Produsen tidak 
diperkenankan memproduksi yang tidak sesuai dengan ketentuan 
Islam. Dari hasil produksi tersebut menghasilkan pundi-pundi harta. 
Ketika produsen  menjalankan usahanya secara bathil maka hasilnya 
juga dapat dikatakan diperoleh secara bathil juga. Dalam 
tanggungjawab produsen,produsen tidak boleh melanggar perbuatan 
yang dapat merusak hartanya yaitu dalammemproduksipangan harus 
memperhatikan berat bersih,jumlah hitungan , ukuran, takaran dan 
timbangan. Apabila produk makanan yang kurang terjamin mutu dan 
kualitas sehingga menyebabkan kerugian baginya seperti sakit 
hingga diharuskan menjalankan perawatan di rumah sakit, maka hal 
ini akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi konsumen. 
Maka hal ini, produsen yang tidak memenuhi ketentuan produksi 
seharusnya bertanggungjawab atas hal tersebut. Lalu produsen akan 
menjadapatkan hukuman karena telah melakukan perbuatan yang 
dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam konteks 
memelihara harta adalah perampasan barang tertentu, pembayaran 
ganti rugi,dan pencabutan izin usaha. 
5. Memelihara Akal (Hifdẓ al-‘Aql) 
Akal merupakan suatu hal yang membedakan kita dengan makhluk 
Allah lainnya. Dengan akal manusia dapat berfikir, di sinilah 
eksistensi akal. Dalam konteks perbuatan produsen yang melanggar 
peraturan yang berlaku antara lain produsen tidak memproduksi 
pangan sesuai dengan janjiyang dinyatakandalam label.  Akal 
mencegah pemiliknya untuk menjauhi perbuatan buruk dan 
perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam dan Undang-Undang. 
Manusia dengan menggunakan akal dan pikirannya, maka akan 
diperoleh rasa aman, damai dan tenang dalam hidupnya. Dalam 
Islam juga dilarang mengkonsumsi segala hal yang memabukkan, 
sebab hal yang memabukkan dapat merusak akal dan pikiran orang 
yang mengkonsumsinya. Dari pemaparan diatas mengenai perbuatan 
yang dilanggar produsen dalam konteks memelihara akal maka 
produsen akan mendapatkan hukuman tambahan yaitu pengumuman 
keputusan hakim dan penarikan barang dari peredaran pasar.   
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah menjelaskan dan menganalisis berdasarkan fakta-fakta dan 
uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya 
mengenai tanggungjawab ketentuan pemberian label dan tanggungjawab 
produsen makanan tanpa label dalam perspektif Maqãsid asy-syarî’ah 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. ketentuan label pangan dalam perspektif Maqãsid Asy-Syarî’ah antara 
lain sebagai berikut  memelihara agama (Hifdẓ al-din) yaitu didalam 
label harus terdapat bahan-bahan, halal bagi yang dipersyaratkan, 
tanggal bulan dan tahun kadaluarsa agar tidak terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan, seperti keracunan. Memelihara jiwa (Hifdẓ Al-Nafs) 
yaitu dalam bahan-bahan yang digunakan dalam pangan, halal bagi 
yang dipersyaratkan, tanggal bulan dan tahun produksi, asal usul bahan 
pangan tertentu. Memelihara harta (Hifdẓ  Al-Mãl) yaitu pada label 
memberikan keterangan berat atau isi bersih , takaran saji. Memelihara  
keturunan (Hifdẓ Al-Nasl) yaitu komposisi harus sesuai dengan yang 
dicantumkan di label, halal bagi yang diersyaratkan, tanggal bulan dan 
tahun kadaluarsa serta asul usul bahan pangan tertentu.  Memelihara 
akal (Hifdẓ al-aql) yaitu daftar bahan yang digunakan, halal bagi yang 
dipersyaratkan serta asal usul bahan pangan tertentu. 
2. Tanggungjawab produsen makanan tanpa label dalam perspektif 
Maqãsid Asy-Syarî’ah antara lain sebagai berikut; memelihara agama 
(Hifdẓ al-din) yaitu apabila produsen tidak memenuhi stardar 
ketentuan yang berlaku, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara 
halal, maka tanggungjawab produsen adalah melakukan ganti 
kerugian. Memelihara jiwa (Hifdẓ Al-Nafs) yaitu apabila produsen 
tidak mencantumkan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 
tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak berproduksi secara 
halal, maka pertanggungjawaban produsen akan mendapatkan 
hukuman ganti kerugian dan penghentian kegiatan tertentu yang 
menimbulkan kerugian. Memelihara  harta (Hifdẓ  Al-Mãl) yaitu 
apabila produsen tidak mencantumkan secara benar berat isi bersih, 
takaran, produsen memperoleh harta secara bathil, maka produsen 
harus bertanggungjawab dengan gati kerugian atau bisa lebih parah 
yaitu perampasan barang tertentu. Memelihara keturunan (Hifdẓ Al-
Nasl ) yaitu apabila produsen tidak mencantumkan tanggal bulan dan 
tahun kadaluarsa, halal bagi yang dipersyaratkan, lalu produsen akan 
menerima hukuman berupa ganti kerugian. Memelihara  akal (Hifdẓ al-
aql) yaitu apabila produsen tidak memenuhi standar sebagaimana telah 
ditentukan perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji dalam 
pencantuman label. Maka produsen akan mendapatkan hukuman atas 
pelanggaran tersebut yaitu pengumuman keputusan hakim, pencabutan 
izin ushaha. 
B. Saran 
1. Ketentuan label pangan harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Mengingat hal ini akan memberikan informasi 
yang gamblang kepada konsumen, sehingga konsumen merasa aman, 
nyaman, serta tidak merasa dirugikan dalam mengkonsumsinya.   
2. Para pelaku usaha (produsen) dalam memproduksi suatu produk 
makanan haruslah sesuai dengan jaminan standar mutu dan mulai dari 
nama usaha, alamat, komposisi bahan, kode produksi, tanggal 
kadaluarsa hingga kehalalannya. Serta perlunya sosialisasi terhadap 
produsen agar mempunyai motivasi agar lebih bertanggungjawab dan 
tidak melanggar perbuatan yang dilarang sebagimana seperti peraturan 
perundang-undangan. 
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